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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor  :  44 /  B /  2009 /  PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  ta ta  usaha  negara  dalam 

t i ngka t  band ing  yang  bers idang  di  gedung  yang  dised iakan  

untuk  i t u  di  Ja lan  Ket in t ang  Madya  VI  Nomor  2  Surabaya ,  

te lah  mengambi l  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam  sengketa  

anta ra  :  - - - -

BUPATI  BOJONEGORO ,  tempat  kedudukan  di  Ja lan  Mas Tumapel  

Nomor   1  Bojonegoro  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Yang  da lam  ha l  in i  d iwak i l i  o leh  

kuasanya  :  - - - - - - - - - - - - - -

1. Sudia r i s  Yuwono,  SH,  Kepala  Bagian  

Hukum ;  - -

2. Agus Supr i yan to  ,SH.  M.Si  Ka.  Subag.  

Bantuan  Hukum pada  bag ian  Hukum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Cip to  Kuncoro ,  SH.MH.Sta f  pada 

Bagian  Hukum peker j aan  masing- masing  

ada lah  PNS (Pegawai  Neger i  Sip i l )  

Sekre ta r i a t  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  14  Nopember  2008  

Nomor  :  188/1568 .1 /  412.12 /2008 ,  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   TERGUGAT/ 

PEMBANDING ;  - - - - - - - - - - -

M E L A W A N

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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D A E R I ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aaan  mantan  

Kepala  Desa,  tempat  t i ngga l  d i  Desa 

Kabalan  ,  Kecamatan  Kanor  Kabupaten  

Bojonegoro  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  da lam  ha l  in i  d iwak i l i  o leh  

kuasanya  :  - - - - - - - - - - - - - -

Edi  Yusuf  ,  SH.MH  Kewarganegaraan  

Indones ia  ,  Peker jaan  Advokat  dan  

Konsu l t an  Hukum,  berkan to r  d i     Ja lan  

Andan     sar i     Nomor      61  

Lamongan 

berdasarkan  …………….

berdasarkan  Sura t    Kuasa    Khusus  

tangga l    27    Oktober     2008  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   PENGGUGAT /  

TERBANDING  ;  - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

te rsebu t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha Negara  Surabaya   tangga l  7 Apr i l  2009  Nomor  44 /  B /  

2009  /  PT.TUN.SBY,  ten tang  penun jukan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  in i  da lam t i ngka t  banding  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca pula  dan  mempela ja r i  berkas  perkara  dan  

sura t  -  sura t  yang  berhubungan  dengan  sengketa  in i  ;  

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  DUDUKNYA  SENGKETA 

Memperhat i kan  keadaan- keadaan  ten tang  duduknya  

sengketa  in i ,  seper t i  yang  te r t e r a  da lam  sura t  gugatan  

te r t angga l  30  Oktober  2008,  yang  di te r ima  dan  dida f t a r kan  

di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

tangga l  30 Oktober  2008  Nomor  115/G/2008 /PTUN SBY yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Penggugat   d iangka t  kepa la  Desa,  Desa 

Kabalan ,   Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro  

berdasarkan  Keputusan  tangga l  16 Apr i l  2008  Nomor  

141/258 /KEP/412 .11 /2008  yang  dike lua rkan  oleh  

Tergugat  ;  - - -

• Bahwa  berdasarkan  Putusan  Pengadi l an  Neger i  

Bojonegoro  tangga l  15  September  2008  Nomor  

267/Pen .B /2008 /PN.BJN.  yang  te l ah  berkekua tan  

hukum  te tap  pada  tangga l  20  Oktober  2008  

Penggugat  dinya takan  te lah  te rbuk t i  secara  sah  

dan  menyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  

pidana  :  “  dengan  senga ja  mengunakan  Sura t  Palsu  

atau  yang  dipa l su  i t u  seo lah - olah  sura t  i t u  as l i  

dan  t i dak  dipa l sukan  “  melanggar  pasa l  263  ayat  

(2 )  KUHP dan  di j a t uh i  p idana  pen ja ra  se lama  5 

(  l ima  )  Bulan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  pada  tangga l  20  Oktober  2008,  Tergugat  

te lah  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Nomor  

141/359 /KEP/412 .11 /2008  ten tang  Pemberhent i an  

Tidak  
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Disclaimer
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Dengan ……………..

Dengan  Hormat ,  Kepala  Desa  Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  

Kabupaten  Bojonegoro  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•  Bahwa  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Surabaya  agar  menangguhkan  

pelaksanaan  Sura t  keputu i san  Tergugat  Nomor  

141/359 /KEP/412 .11 /2008  te rsebu t  h ingga  sengketa  

in i  mempunyai  kekuatan  hukum te tap  karena  te l ah  

te r j ad i  kekosongan  Pejaba t  Kepala  Desa  yang  

mengak iba t kan  te rhambatnya  pe layanan  masyaraka t  

mengenai  jua l  be l i  tanah ,  jua l  be l i  te rnak  maupun 

pengurusan   sura t  -  sura t  ;  - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  sura t  keputusan  Tergugat  te rsebu t  d i te r ima  

Penggugat  pada  tangga l  22  Oktober  2008,  seh ingga  

belum  lewat  tenggang  waktu  90  har i  berdasarkan  

pasa l  55  Undang  -  undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  

Undang  -  undang  Nomor  9  Tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

• Bahwa te rhadap  sura t  keputusan  Tergugat  te rsebu t ,  

Penggugat  te l ah  menyatakan  kebera tan  secara  

l i san  dengan  alasan  karena  sebe lum di te r b i t k annya  

sura t  keputusan  Terguga t  te rsebu t  Penggugat  t i dak  

pernah  dipangg i l  dan  dibe r i  per inga tan  te r l eb i h  

dahu lu  oleh  Terguga t  ,  namun  kebera tan  te rsebu t  

t i dak  di tangap i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -
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• Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat   te rsebu t  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pasa l  56 ayat  (  2 )  Pera tu ran  

Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8   Tahun  2006  

karena  da lam pemberhent i an  te rsebu t  t i dak  mela lu i  

proses  pemberhent i an  sementara  te r l eb i h  dahu lu  

te tap i  langsung  memberhent i kan  secara  def i n i t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa t i ndakan  Tergugat   te rsebu t  bera r t i  te lah  

melanggar   pera tu ran  Perundang- undangan  dan  

melanggar  asas  asas  umum Pemer in tahan  yang  baik ,  

ya i t u  asas  kepast i an  Hukum,  asas  kecermatan ,  asas  

pro fes i ona l i t a s  dan  asas  akuntab i l i t a s  karena  

Tergugat  da lam  menerb i t k an  sura t  keputusan  

te rsebu t  tanpa  member i  per inga tan  te r l eb i h  dahu lu  

dan  tanpa  diadakan  pene l i t i a n  te r l eb i h  dahu lu  

sesua i  pasa l  53 ayat  (2 )  Undang -  undang  Nomor 

5 Tahun ………….

5  Tahun  1986  jo  Undang  -  undang  Nomor  9  Tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa   berdasarkan    ha l  -  ha l    te rsebu t  

d ia tas    Penggugat   mohon  agar  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  member ikan  amar  

putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  sura t  keputusan  

5
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Nomor  141/359 /  KEP/412.11 /2008 ,  tangga l  20  Oktober  

2008  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Hormat  Kepala  Desa 

Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  agar  menangguhkan  pelaksanaan  Sura t  

Keputusan  Nomor  141/359 /KEP/412 .11 /2008 ,  tangga l  20  

Oktober  2008  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  sampai  

menunggu  perkara  te rsebu t  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  karena  te lah  te r j ad i  kekosongan  pejaba t  Kepala  

Desa  seh ingga  mengak iba tkan  te rhambatnya  pelayanan  

Masyaraka t  mengenai  Jua l  be l i  tanah ,  jua l  be l i  

te rnak ,  maupun  pengurusan  sura t  -  sura t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  agar  perkara  in i   d ipe r i k sa  dengan  acara  

cepat   ; - - - - - - - - - - - -

5. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  yang  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Nomor  

141/359 /KEP/412 .11 /2008 ,  tangga l  20  Oktober  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

6. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  memutus  sengketa  in i  dengan  amar  sebaga i  

ber i ku t   :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  keputusan  Tergugat  te r t angga l  20  

Oktober  2008  No  :141 /  359/KEP/412 .11 /2008 ,   ten tang  

pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  Kepala  Desa Kabalan ,  

6
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Kecamatan   Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro  atas  nama  D a 

e  r  i    (  Penggugat  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

3.  Memer in tahkan  ……………

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  menerb i t kan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ten tang  Pencabutan  

Keputusan  Tergugat  te r t angga l  20  Oktober  2008  Nomor  :

141/359 /KEP/412 .11 /2008 ,  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  Hormat  Kepala  Desa  Kabalan ,  Kecamatan   Kanor ,  

Kabupaten  Bojonegoro  atas  nama D a e r  i    (  Penggugat  

)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  memul ihkan  hak  

Penggugat  da lam  kemampuan,  kedudukan  harka t  dan  

martaba tnya  sebaga i  Kepala  Desa  Kabalan ,  Kecamatan  

Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro   seper t i   semula  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  sengketa  in i  sebesar  Rp  123.500 , -  

(  Sera tus  dua  pu luh  t i ga  r i bu  l ima  ra tus  rup iah  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se leb ihnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  Tergugat  te lah  mengajukan  permohonan  band ing  

pada  tangga l  30  Desember  2008,  yang  d i t e r ima  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  pada  

tangga l  30  Desember  2008  Nomor  115/  G/2008/PTUN.SBY 

permohonan  banding  mana  te l ah  disampaikan  kepada  pihak  
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lawan  dengan  seksama  pada  tangga l  30  Desember  2008  Nomor  

115/G.TUN/  2008/  PTUN.SBY  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  Tergugat  mela lu i  kuasanya  te l ah  mengajukan  

memor i  band ing  te r t angga l  27 Januar i  2009,  yang  d i t e r ima  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  tangga l  

28  Januar i  2009,  dan  te l ah  d ise rahkan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama  pada  tangga l  28  Januar i  2009  Nomor:  

115/G/2008 /  PTUN.SBY   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  Penggugat  /  Terband ing  te l ah  menyerahkan  kont ra  

memor i  band ing  te r t angga l  10  Pebruar i  2009,  yang  d i t e r ima  

di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  pada  

tangga l  12 Pebruar i  2009,  dan te l ah  dise rahkan  kepada  pihak  

lawan  dengan seksama pada tangga l  13 Pebruar i  2009 

Nomor ……………

Nomor  :  115/G/2008 /PTUN.SBY  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa,  sebe lum  berkas  perkara  dik i r im  ke  Pengad i l an  

Tingg i  Tata   Usaha

Usaha  Negara  Surabaya ,  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  te l ah  melaksanakan  pemanggi l an  dan  

pember i t ahuan  kepada  para  pihak  untuk  member i  kesempatan  

membaca/memer iksa /menye tu j u i  berkas  perkara  masing  - masing  

pada  tangga l  12 Pebruar i  2009  Nomor  :  115/G/2008 /PTUN.SBY ;  

- - - - - - - - -
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PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pernya taan  band ing  oleh  

Tergugat /  Pembanding  te rhadap  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  tangga l  19  Desember  2008  Nomor  :  

115/G/2008 /PTUN.SBY te lah  dia j ukan  dalam tenggang  waktu  dan  

menuru t  cara - cara  ser ta  memenuhi  syara t - syara t  yang  

di t e t apkan  oleh  Undang- undang,  karenanya  permohonan  band ing  

te rsebu t  secara  fo rmi l  d inya takan  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  maksud  gugatan  Penggugat /Te rband ing  

ada lah  pada  pokoknya  mohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  

Tergugat  /  Pembanding  te r t angga l  20  Oktober  2008  Nomor  :  

141/359 /KEP/412- 11/2008  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  

Hormat  Kepala  Desa  Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  

Bojonegoro  atas  nama  Daer i  (Penggugat /Te rband ing )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  alasan  gugatan  ada lah  

Tergugat /Pemband ing  da lam  menerb i t kan  sura t  keputusan  ta ta  

usaha  negara  yang  menjad i  obyek  sengketa  i t u  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

sesua i  dengan  pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  a dan b Undang- undang  

Nomor  9 Tahun 2004 ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa putusan  Hakim Tungga l  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Surabaya  pada  pokoknya  menyatakan  gugatan  

Penggugat /Te rband ing  dikabu l kan  untuk  sebag ian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Tergugat /Pemband ing  te lah  menyerahkan  

memor i  band ing  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.  Bahwa ……………..

1  Bahwa   Pembanding   t i dak   sependapat   dan   kebera tan  

dengan  per t imbangan  

   putusan  Hak im  Tungga l  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  a  quo  pada  ha l  19  Al i nea  3  yang  menyatakan  

bahwa :  Menimbang,  bahwa apabi l a  benar - benar  akan menegakkan  

hukum,  khususnya  ketentuan  yang  termuat  dalam Pasal  56  ayat  

2  Peratu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006 

tentang  Perner in tah  Desa,  maka pada saat  putusan  belum memperoleh  

kekuatan  hukum  tetap  tersebut ,  secara  prosedural  Tergugat  

memberhent ikan  sementara  Penggugat  sebagai  Kepala  Desa 

melalu i  usulan  dar i  BPD  ",  hal  in i  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    a.   Bahwa,  berdasarkan  norma yang  te rdapa t  pada  Pasa l  

233,  ayat  (2 )     Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  

ten tang  Ki tab  Undang  Undang  Hukum Acara  Pidana,  hanya  

permin taan  banding  sebaga imana  dimaksud  dalam ayat  (1 )  

bo leh  di te r ima  o leh  Pan i t e r a  Pengad i l a n  Neger i  da lam 

wak tu  t u j u h  har i  sesudah  Putusan  d i j a t u h k an             atau  

setelah  putusan  diber i tahukan  kepada  terdakwa  yang  t idak  

hadir *  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  196  ayat  (2 ) "  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  se jak  Putusan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  

Bojonegoro  No.  267/P id .B / 2008/PN.BJN  (Buk t i  T- 2) ,  

d iucapkan  dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  Har i  Sen in ,  t angga l  15  September  2008  (Pu tusan  
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yang  mas ih  be lum  bers i f a t  te t ap )  h ingga  batas  waktu  

agar  perka ranya  d ipe r i k s a  da lam  t i ng ka t  band ing ,  

yakn i  tu juh  har i  sesudah  tangga l  15  September  2008  

atau  pada tangga l  22 September  2008,  - - - - - - -

Tergugat  sekarang  Pembanding  t idak  mengetahu i  adanya  

putusan  Pengadi lan  Neger i - Bojonegoro  dan baru  mengetahu i  

Putusan  Maje l i s  Hakim Pengadi l an  Neger i  Bojonegoro  pada 

tangga l  14  Oktober  2008,  sesaat  sete lah  di t e r imanya  

sura t  dar i  BPD Desa  Kabalan  Kecamatan  Kanor  Nomor  :  

028/BPD/X/2008 ,  tangga l  14  Oktober  2008,  t en t a n g  

Permohonan   men indak l a n j u t i   su r a t   amar    pu tu san  

Pengad i l a n  

Neger i  ………………..

Nege r i  Bojonegoro ,  ha l  in i  d ika renakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Bahwa  atas  putusan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  

Bojonegoro  No.  267/P id .B /2008 /PN.BJN  (Buk t i  T- 2)  pada  

tangga l  15  September  2008  te rsebu t  t i dak  pernah  

diber i t ahukan  kepada  Tergugat  sekarang  Pembanding,  

karena  hal  in i  memang  t i dak  ada  keharusan  dar i  

Pengad i l an  Neger i  Bojonegoro  untuk  member i t ahukan  

kepada  Tergugat  sekarang  Pembanding ,  sebaga i  atasan  

Terdakwa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Bahwa  Penggugat  sekarang  Terband ing  sebaga i  bawahan  

dar i  Tergugat  sekarang  Pemband ing  a tau  kuasanya ,  

t i d a k  pernah  melapo r kan  adanya  pu tusan  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Neger i  Bojonegoro  pada  tangga l  15  

September  2008  te rsebu t ,  wa laupun  seha rusnya  sesua i  
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e t i k a  sebaga i  bawahan  seha rusnya  melapo r kan  

ten tang  sta tus  hukumnya  kepada  atasan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

b.   Bahwa,  se la i n  Tergugat  sekarang  Pembanding  t i dak  

mengetahu i  adanya  Putusan  Pengadi l an  yang  belum 

bers i f a t  te tap ,  pada  jangka  waktu  tu juh  har i  se jak  

diucapkannya  da l am  pers i d angan  pada  tangga l  15 

Sep tember  2008  sampa i  dengan  t angga l  22  September  

2008 ,  un tuk  dasa r  pengamb i l a n  kepu tu san  t en t a ng  

s ta t u s  seseo r ang  apara tu r ,  te rmasuk  dalam 

pemberhent i an  Kepala  Desa  t i dak lah  cukup  didasarkan  

pada  in f o rmas i  da r i  seseo r ang  (apa l a g i  pada  saa t  

i t u  t i d a k  ada  p i ha k  manapun  yang  member i t ahukan  

kepada  Tergugat  sekarang  Pembanding) ,  te tap i  harus  

didasarkan  pada  bukt i  oten t i k  yang  member ikan  

kepast i an  hukum,  dalam hal  in i  Putusan  Pengad i l an  atau  

set i daknya  Sura t  Amar  Putusan  Pengad i l an ,  seh ingga  

oleh  karenanya  pada  in te r va l  waktu  tu juh  har i  ket i ka  

putusan  pengad i l an  be lum  berkekua tan  hukum  te tap ,  

Tergugat  sekarang  Pembanding  t i dak  memberhent i kan  

sementa ra    Penggugat     sekarang     Terband ing  

dar i  

Jabatan  ……………

Jabatan  Kepala  Desa.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -  

 c.  Bahwa,  te rhadap  Kepala  Desa  yang  te lah  te rbuk t i  

melakukan  t i ndak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  
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penjara  pal ing  singkat  5  tahun,  dan  putusan  terhadap  

perkaranya  tersebut  baru  dike tahu i  oleh  Tergugat  sekarang  

Pembanding  sete lah  putusan  pengad i l an  te lah  mempero leh  

kekuatan  hukum maka apabi l a  langsung  diberhent i kan  oleh  

Tergugat  sekarang  Pembanding  tanpa  persetu juan  BPD hal  

in i ,  ada lah  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  56  

ayat  (2 )  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8 

Tahun 2006 ten tang  Pemer in tahan  Desa,  yakn i  Kepala  Desa 

diberhent i kan  oleh  Bupat i  tanpa  mela lu i  usul  BPD,  apabi la  

terbuk t i  melakukan  t indak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  

ayat  (1)  berdasarkan  putusan  pengadi lan  yang  te lah  

memperoleh  kekuatan  hukum tetap ,  bukannya  melalu i  prosedur  

ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor 8 Tahun  2006 yang  harus  di tempuh  dengan  

pemberhent i an  sementara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan  tersebut ,  maka  per t imbangan  Hakim 

Tunggal  Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Surabaya  a  quo yang  

menyatakan  *  . . .  maka pada  saat  putusan  belum memperoleh  

kekuatan  hukum  te tap  te rsebu t  secara  prosedura l  

Tergugat  memberhent i kan  sementara  Penggugat  sebagai  

Kepala  Desa  melalu i  usulan  dar i  BPD",  adalah  t idak  tepat  

dan  oleh  karenanya  Tergugat  sekarang  Pembanding  

kebera tan  dan  menolak  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  No.  115.G/2008 /PTUN.SBY. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa Pembanding  t idak  sependapat  dan kebera tan  dengan 

per t imbangan  putusan  Hakim  Tunggal  Pengadi lan  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  a quo tentang  obyek  sengketa  yang  dte rb i t k an  

oleh  Terguga t  sekarang  Pembanding  te l ah  ber ten tangan  
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dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  bers i f a t  

substans ia l  /  mater i i l ,  sebaga imana  per t imbangan  putusan  

Hakim Tunggal  Pengadi lan   Tata   Usaha  Negara   Surabaya   a  

quo  pada  halaman 21 Al inea  5,  " . . . .  

antara  …………….

antara  norma  yang  te rmuat  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006  t idak  ada  sinkronisas i  dengan  

norma  yang  terkandung  dalam  Pasal  263  ayat  2  KUHP tersebut  

karena  ancaman  hukuman  penjara  terhadap  barang  siapa  yang  

te lah  terbuk t i   melakukan   t idak   pidana   sebagaimana,  

dimaksud   dalam  Pasal  263 

ayat  2  KUHP dihukum  penjara  pal ing  singkat  1  (satu)  har i  

sampai  dengan  6  (enam)  tahun,  sedangkan  norma  yang  terdapat  

dalam  Pasal  56  ayat  1  dan  2  Peraturan  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor  8 Tahun 2006  didasarkan  pada  ketentuan  hukum 

pidana  yang  ancamannya  pidana  penjara  pal ing  singkat  5 ( l ima)  

t ahun" ,  berdasarkan  alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

a. Bahwa,  norma yang  te rdapa t  da lam Pasal  56 ayat  1 dan  2,  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro ,  Nomor  8 Tahun  2006 

tentang  Pemerin tahan  Daerah  adalah  berasal  dar i  norma yang  

sama  dar i  Pasal  18  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  

Pemerin tah  Republ ik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  

Desa,  yang dalam pemberian  sanksi  te rhadap  Kepala  Desa yang  

melakukan  t i ndak  pidana  didasarkan  pada  keten tuan  hukum 

pidana  yang  ancamannya  pidana  penjara  pal ing  singkat  5 

( l ima)  tahun  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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b. Bahwa,  sis tem pemidanaan  minimum in i  apabi la  digunakan  untuk  

memberikan  sanksi  kepada  aparatur  adalah  sudah  benar,  karena  

penerapan  sis tem  pemberian  sanksi  yang  bers i fa t  minimum in i  

pada hakekatnya  agar  Pejabat  yang  diber i kan  wewenang untuk  

memberikan  sanksi "  kepada bawahannya  t idak  ber laku  sewenang-

wenang,  sehingga  hanya terhadap  aparatur  yang te lah  memenuhi  

syarat  sanksi  minimum ter ten tu  yang  dapat  d ibe r i kan  sanks i  

atas  t i ndak  pidana  yang  d i l akukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Bahwa,  apabi la  norma  yang  terdapat  pada  Pasal  56  ayat  1 

dan  2 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8 Tahun 

2006,  dalam pemberian  sanksi  kepada  Kepala  Desa yang  te lah  

terbukt i  melakukan  t indak  pidana  didasarkan  pada  sis tem  

pemidanaan  maksimum  dan  dengan  menggunakan  penafs i ran  

gramat ika l ,  berar t i  sama  halnya  hanya  diancam  hukuman 

penjara   mulai   1  (  satu  )  

har i  ……………..

har i  sampai  berapapun  ancamannya.  Dengan  demikian  aparatur  

yang  melakukan  t indak  pidana  dalam  bentuk  apapun  baik  

t i ndak  pidana  r ingan  maupun  bera t ,  apabi la  putusan  

Pengadi l an  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  Bupat i  

sudah   dapat     memberhent ikan    Kepala    Desa,    dan   hal  

in i    jus t ru   akan   dapat  menimbulkan     kesewenang  – 

wenangan    dan    ket idakpast i an    hukum    da lam 

penye lenggaraan  Pemer in tahan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Bahwa,  norma pada Pasal  56 ayat  1 dan 2 Peraturan  Daerah  

Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006  yang  menganut  
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sis tem  pemidanaan  min imum dengan  norma  yang  terkandung  

dalam Pasal  263 ayat  2 KUHP yang menganut  sis tem pemidanaan  

maksimum,  hal  in i  t idak  menimbulkan  persoalan  hukum,  jus t ru  

sal ing  melengkapi  dan  t i dak   ber ten tangan  dengan 

Pera tu ran  Perundang- undangan  manapun  secara  substans ia l  

mater i i l ,  ha l  in i  karena   :

1)  Sistem  pemidanaan  minimum in i  laz im  digunakan  untuk.  

Pemberian  sanksi  terhadap  aparatu r  yang  melakukan  t indak  

pidana  antara  la in ,  sebagaimana  dia tu r  dalam  Pasal  18 

ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerin tah  Republ ik  

Indonesia  Nomor  72  Tahun  2005  ten tang  Desa  dan  dalam 

Pasal  23 ayat  (3)  huru f  b Undang  Undang  Nomor  8 Tahun 

1974  ten tang  Pokok  Pokok  Kepegawaian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)  Bahwa  jus t ru  apabi la  pember ian  sanks i  atas  t indak  

pidana  yang  di lakukan  oleh  aparatur  termasuk  Kepala  Desa 

dis inkron isas ikan  antara  Peraturan  Daerah  dengan KUHP c lan  

dengan  menggunakan  penafs i r an  gramat i ka l  seper t i  

per t imbangan  putusan  Hakim  Tunggal  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Surabaya  a quo,  akan  menimbulkan  kesewenang-

wenangan  dalam  penerapan  hukum,  sebagai  

berikut  :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Bahwa,  apabi la  pemberian  sanksi  terhadap  aparatur  yang  

melakukan  t indak  pidana  di  da lam  Pera tu ran  Daerah  

sama- sama  menggunakan  s is tem  pemidanaan  maksimum 

seper t i  KUHP,  maka  te rhadap  Apara tu r  yang  

melakukan    t indak   pidana   dan   te lah   te rbuk t i  

secara   sah   dan 
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meyakinkan  …………..

meyakinkan  berdasarkan  Putusan  Pengadi lan  yang  te lah  

memperoleh  kekuatan  hukum  te tap  dengan  ancaman 

berapapun,  menginga t  dengan  menggunakan  penafs i ran  

gramat ika l ,  berar t i  sama  dengan  ancaman    pidana  

penjara   pal ing  singkat  1  (  satu  )  har i   walaupun  

diancam 

pidana  penjara  sampai  dengan  20  (dua  puluh )  tahun  

seka l i pun  ;  - - - - - - - - - - -  

0) Bahwa,  apabi la  sis tem pemidanaan  dalam KUHP disamakan  

dengan  sis tem  pemidanaan  min imum  seper t i  norma 

dalam  Pera tu ran  Daerah  dalam  pemberian  sanksi  

terhadap  aparatur  yang  terbukt i  melakukan  t indak  

pidana,  hal  in i  t idak lah  mungkin  mengingat  KUHP lebih  

super ior  te lah  menggunakan  sis tem  pemidanaan  maksimum 

sedangkan  Peraturan  Daerah  yang  bers i fa t  imper io r ,  

dimana  terhadap  KUHP,  dan  hakekat  sis tem  pemidanaan  

maksimum di  dalam  KUHP adalah  ber tu j uan  agar  Hakim 

dalam  memutuskan  perkara  t i dak  sewenang- wenang 

dengan  pidana  yang  te r l a l u  bera t  melampui  ni l a i -

ni l a i  kead i l an  da lam masyaraka t  ;  - - -

3)  Bahwa,  t i ndak  pidana  yang  di l akukan  Penggugat  sekarang  

Terband ing  secara  l ogis  te lah  diaku i  olehnya  sendi r i  

juga  oleh  Hakim  Tunggal  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya,  dengan  dipu tus  o leh  Pengad i l an  Neger i  

Bojonegoro  yang  te lah  mempero leh  kekuatan  hukum te tap ,  

karena  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyakinkan  bersa lah  

melakukan  t indak  pidana  dengan  sengaja  menggunakan  

sura t  palsu  atau  yang  dipa lsukan  i tu  seolah- olah  surat  

i tu  asl i  dan  t idak  dipa lsukan  (berupa  i jasah  SDN)  yang  
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digunakan  untuk  meneruskan  pend id i kan  di  SMP yang  

oleh  Penggugat  sekarang  Terband ing  digunakan  untuk  

persyara tan  mencalonkan  Kepala  Desa  Kabalan  Kecamatan  

Kanor  Kabupaten  Bojonegoro  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal  263  ayat  2  KUHP,  yang  ancaman pidananya  selama-

lamanya  6  (enam)  tahun  pen ja ra  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  ancaman  pidana  selama- lamanya  6  (enam)  

tahun  penjara  tersebut   te lah   melampui   keten tuan  

min ima l   sebaga imana  norma yang  

te rdapa t  ……………

te rdapa t  da lam  Pasal  56  ayat  2  Peratu ran  Daerah  

Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006,  yang  mana 

Kepala  Desa diberhent i kan  oleh  Bupat i  tanpa  melalu i  usul  

BPD  apabi la  terbukt i  melakukan  t indak  pidana  yang  

diancam dengan  pidana  penjara  pal ing  s ingka t  5 ( l ima )  

tahun  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan  te rsebu t ,  maka  per t imbangan  Hakim  

Tunggal  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Surabaya  a quo yang  

menyatakan  pada  halaman  21  Al inea  5,  “  ……. antara  norma 

yang  termu at  dalam Peratu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  

Nomor  8 Tahun 2006 t idak  ada sink ron i sas i  den g a n  no rma 

y a n g  t e r k a n d u n g  da l am  Pas a l  263  a y a t  2  KUHP 

t e r s e b u t  . . " ,  yang  selanjutnya  dalam  per t imbangannya  

pada  ha laman  22 a l i n n e a  2  . . ”  s e h i n g g a  

t i n d a k a n  T e r g u g a t  yang  te l ah  menerb i t kan  obyek  

sengketa  a  quo  te l ah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  asas- asas  umum 

18

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemer in tahan  yang  baik  khususnya  asas  kepast ian  hukum",

adalah  t i dak  tepat  dan  merupakan  argumen  yang  

dipaksakan  dan  oleh  karenanya  Tergugat  sekarang  

Pembanding  kebera tan  dan  menolak  Putusan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Surabaya  No.  115/G/2008 /PTUN.SBY  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa,  Pembanding  t i dak  sependapat  dan  kebera tan  dengan  

per t imbangan  putusan  Hakim  Tunggal  Pengadi lan  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  a  quo,  pada  halaman  22  Al inea  3,  bahwa 

` . . . . te rm ino logy  dalam  Pasa l  56  ayat  2  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006  hanya  mempergunakan  

termino logy  pemberhent ian "  sa ja ,  sedangkan  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  obyek  sengketa  dengan  Mempergunakan  

te rmino logy  "pemberhent i an  t idak  dengan  hormat . . . . "  

berdasarkan  alasan- alasan  sebagai  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa,  berdasarkan  norma yang  te rdapa t  da lam Pasa l  56,  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor 8 Tahun 2006  

ten tang  Perner in t ahan  Desa  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  w 

Kepala  Desa  diberhent ikan  oleh  Bupat i  tanpa  melalu i    usul  

BPD,    apabi la    terbukt i   melakukan    t indak     pidana  

sebagaimana 

dimaksud  ……………..

  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  putusan  pengadi lan  

yang  te lah  memperoleh     kekuatan  hukum  tetap  “  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa,  pendapat  Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  hanya  mel iha t        termino log i  
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"pemberhent ian"     secara   pars ia l ,   t idak   menggunakan 

penafs i ran  sis temat i s  yakn i  menghubungkan  Pasa l  56 

dengan  keten tuan  Pasa l  153  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor  8 Tahun  2006,  yang  menyatakan  : "Kepa la  

Desa  dan  Perangkat  Desa yang  diberhent i kan  t idak  dengan  

hormat  dar i  jabatannya  t idak  diber ikan  penghargaan  dar i  

Pemerin tah  Desa  maupun  Pemerin tah  Kabupaten"  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dengan 

memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  153  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8 Tahun  2006  te rsebu t ,  maka 

sebenarnya  secara  te rmino log i s  dibenarkan  menggunakan  

termino log i  "pemberhent ian     t idak  dengan  hormat,    sebab  

membawa  konsekuens i  (ak iba t  hukum)  berupa  t i dak  

diber i kan  "penghargaan"  dar i  Pemer in tah  Desa  maupun 

Pemer in tah  Kabupaten .  Demik ian  juga  apab i l a  

memperhat ikan  ketentuan  Pasal  152  ayat  (1)  Perturan  Daerah  

Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006,  yang  

menyatakan  : "Kepa la  Desa  dan  Perangkat  Desa  yang  

dibe rhen t i k an    dengan    hormat    sebe lum  berakh i r  masa 

jaba tannya  dapat  d iber i kan  penghargaan  berupa  uang  dan  

atau  garapan  tanah  kas  desa"  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Bahwa,  dengan  memperhat ikan  ketentuan  Pasal  152  ayat  (1)  

dan  Pasal  153  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  

Nomor  8  Tahun  2006,  maka  dikena l  te rmino log i  

"pemberhent i an  dengan  hormat"  dan  "pemberhent i an ”  t idak  

dengan  hormat  dengan  konsekuens i  hukum  sebaga imana  

dia tu r  da lam  pasa l - pasa l  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Dengan  demik ian ,  t indakan  Tergugat  (sekarang  Pembanding)  
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t idak     ber ten tangan     dan  te rnya ta  te l ah  sesua l     dengan 

norma  yang  d ianu t  da lam  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006,  ser ta  t idak     ber ten tangan   

dengan  asas     pro fes i ona l i t a s . ;   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ……………….

Berdasarkan  alasan- alasan  sebagaimana  te lah  te ru ra i  di  atas ,  

maka Pembanding  mohon  dengan  hormat  kepada  Ketua  Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  di  Surabaya  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  dan  mengabu lkan  permohonan  Banding  dar i  

Tergugat /  Pembading  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Membata lkan    putusan   Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya   Nomor :  15/G/2008 /PTUN.SBY. ,  tangga l  19 

Desember  2008. ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan se lan ju tn ya  mengadi l i  send i r i  dengan  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  :

1 . Menolak  gugatan  Penggugat /Te rband ing  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Menghukum  Penggugat /Te rband ing  untuk  membayar  se lu ruh  

biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat /Te rband ing  te lah  

menyerahkan  kont ra  memor i  band ing  yang  pada  pokoknya  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  da lam  perka ra  
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Nomor .  115/ G/2008/PTUN.Sby   dengan  amar  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Keputusan  Tergugat  te r t angga l  20  

Oktober  2008  Nomor.  141  /  359  /  KEP /  412.11  /  2008 

ten tang  Pemberhent i an  Dengan  Tidak  Hormat  Kepala  Desa 

Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro  atas  

nama  DAERI  (Penggugat  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 . Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  menerb i t kan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ten tang  Pencabutan  

Keputusan  Tergugat  te r t angga l  20  Oktober  2008  Nomor.  

141/359 / KEP/412 .11 /2008  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  Hormat  Kepala  Desa  Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  

Kabupaten  Bojonegoro  atas  nama  DAERI  (Penggugat  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 . Memer i n t a h k an  kepada  Terguga t  un tu k  memul i h k an  hak  

Pengguga t  da l am  kemampuan ,  kedudukan ,  ha r ka t  dan  

mar taba t n y a    sebaga i    Kepa la    Desa    kaba l a n ,  

Kecamatan  Kanor ,  

Kabupaten  …………….

Kabupaten  Bojonegoro  seper t i  semula  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 .  Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  sengketa  in i  sebesar  Rp 123.500 , -  

(  sera tus  dua  pu luh  t i ga  r i bu  l ima  ra tus  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Bahwa  pada  pr i n s i p n ya  pu tusan  Hak im  Pengad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  Surabaya  ada l ah  sudah  bena r  dan  t epa t  

da l am  menegakkan  hukum  dan  kead i l a n  t e r h a dap  

pemberhen t i a n  Pengguga t  /  Te rmohon  Band i n g  sebaga i  

Kepa l a  Desa  Kaba l an ,  Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  

Bojonegoro  karena  per t imbangan  hukum  Hakim  dalam 

keputusan  dimaksud  sudah  mengkaj i  mengenai  keabsahan  

obyek  gugatan  yang  dapat  mel ipu t i  wewenang,  prosedur  dan  

substan t i v e ,  yang  mempergunakan  dasar  pada  atu ran  dasar  

yang  juga  dipe rgunakan  Terguga t  /  Pemohon  Banding  dalam 

mengeluarkan  obyek  guga tan  a quo  ya i t u  pera tu r an  Daerah  

Kabupa ten  Bo jonego ro  Nomor .  8  tahun  2006  ten t ang  

Pemer in t ahan  Desa  Jo  Pera tu r an  Bupat i  Bo jonego ro  

Nomor .  28  tahun  2006  ten tang  Pedoman  Pelaksanaan  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor.  8 tahun  2006  

ten tang  Pemer in tahan  Desa. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

0 . Bahwa,  te rhadap  kebera tan  Tergugat  /  Pemohon Banding  yang  

te rmuat  da lam  memor i  Bandingnya  po in t  Nomor.  1  huru f  a  

yang  menyatakan  Tergugat  sekarang  Pembanding  t i dak  

mengetahu i  adanya  putusan  Pengad i l an  Neger i  Bojonegoro  

ada lah  merupakan  suatu  pernya taan  yang  sama seka l i  t i dak  

bera lasan  oleh  karena  Penggugat  /  Termohon  Banding  

ada l a h  merupakan  bawahan  da r i  Te rguga t  /  Pemohon 

Band i n g  maka  seha r u s nya  mengetahu i  set i ap  perkembangan  

proses  hukum  yang  te l ah  di j a l an i  o leh  Penggugat  /  

Termohon  Banding  karena  hal  te rsebu t  menyangkut  

kedudukannya .  se laku  Kepala  Desa  apa lag i  se jak  

Penggugat  /  Termohon  Banding   d i tahan   d i   Pol res  
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Bojonegoro    Badan   permusyawara t an    Desa 

Kaba lan  ……………

Kaba lan ,  Kecamatan  kano r ,  Kabupa ten  Bo jonego ro  sudah  

meng i r im  sura t  kepada  Terguga t  /  Pemohon  Band ing  

namun t i d a k  d i t a n ggap i  ha l  te r s ebu t  sebaga imana  buk t i  

su ra t  yang  d ia j u kan  o leh  Terguga t  /  Pemohon  Band ing  

te r t anda .  (T7)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,     te rhadap      memor i      Band ing    Terguga t   /  

Pemohon   Band ing  

sebaga imana  te rmua t  pada  memor i  Bandingnya  po in t  Nomor.  

1.1  yang  menyatakan  te rhadap  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Bojonegoro  Nomor.  267  /  Pid .B  /  2008  /  PN.  Bjn  t i dak  

pernah  diber i t a hukan  oleh  Pengadi l an  Neger i  Bojonegoro  

kepada  Tergugat  /  Pemohon Banding  ada lah  t i dak  menyalah i  

atu ran  dan ha l  te r sebu t  te l ah  tepa t  dan benar  oleh  karena  

yang  seharusnya  akt i f  memantau  set i ap  perkembangan  proses  

hukum  Penggugat  /  Termohon  Banding  ada lah  Tergugat  /  

Pemohon  Banding  ha l  te rsebu t  karena  te rka i t  dengan  

Jabatan  Kepala  Desa  apakah  harus  di  berhen t i k an  atau  

t i dak  berdasarkan  keten tuan  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor.  8  Tahun  2006  Tentang  pemer in tahan  

Desa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bahwa,  memor i  

Banding  Tergugat  /  Pemohon  Banding  sebaga imana  te r t uang  pada  po in t  

Nomor .  1 .2  yang  menya takan  Pengguga t  seka rang  Terband i ng  sebaga i  

bawahan  dar i  Tergugat  sekarang  Pembanding  atau  kuasanya  t i dak  

pernah  melaporkan  adanya.  putusan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Neger i  

Bojonegoro  tangga l  15  September  te rsebu t ,  ada lah  merupakan  alasan  

yang  mengada- ada,  o leh  karena ,  t i dak  ada  satupun  keten tuanpun  ba ik  
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pada,  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor.  8  tahun  2006  

maupun  pada  Pera tu ran  Bupat i  Bojonegoro ,  Nomor.  28  tahun  2006  yang  

mengatur  te rhadap  seorang  Kepala ,  Desa  j i ka ,  te rsangku t  masalah  

pidana,  maka,  harus  melaporkan  proses  hukum yang  di  ja l an i nya  kepada  

atasannya  yakn i  Tergugat  /  Pemohon  Banding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  te r hadap  memor i  Band ing  Terguga t  /  Pemohon 

Band ing  sebaga imana   yang   te r t uang   pada,   memor i  

Bandingnya  poin t  Nomor.  1.  b 

ada lah  ……………

adalah  merupakan  da l i l  yang  sama,  seka l i  t i d a k  bera l a san  

o leh  karena ,  berdasa r kan  ke ten tuan  pasa l  56  aya t  1 

Pera tu r an  Daerah  kabupaten  Bojonegoro  Nomor.  8  Tahun  

2006  j i ka  dika i t k an  dengan  t i ndak  pidana ,  yang  di  

dakwakan   kepada    Penggugat  /  Termohon   Banding    maka,  

t i dak l ah    dapat  

d i j ad i kan  a lasan  untuk  memberhen t i k a n  Pengguga t  /  

Termohon  Band ing  sebaga i  Kepa la  Desa,  Desa  Kabalan ,  

Kecamatan  Kanor  Kabupaten  Bojonegoro ,  karena ,  keten tuan  

pasa l  56  Pera tu ran  Daerah  kabupa ten  Bojonegoro  te l ah  

ber t en t angan  dengan  ke ten tuan  pasa l  263  ayat  2  KUHP 

mengenai  s i f a t  pemidanaannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa,  memor i  Banding  Tergugat  /  Pemohon  Banding  

sebaga imana  te ru ra i  pada  poin t  Nomor.  1.  c  ada lah  sama 

seka l i  t i dak  benar  oleh  karena  se jak  Penggugat  /  Termohon  

Banding  di  tahan  d i  Pol res  Bojonegoro  Ketua  BPD Desa,  

Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro  te l ah  

mengi r im  Sura t  kepada,  Terguga t  /  Pemohon  Banding  agar  

Penggugat  /  Termohon  Banding  d ibe rhen t i k an  sementara ,  
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tanpa ,  harus  menunggu  perkara ,  te rsebu t  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap ,  namun  Tergugat  /  Pemohon  Banding  

t i dak  menanggap i  atas  usu lan  BPD  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 . Bahwa,  te rhadap  kebera tan  Tergugat  /  Pemohon Banding  yang  

te rmuat  da lam   memor i  Banding  poin t  Nomor.  2 ada lah  sama 

seka l i  t i dak  bera lasan  sebab  per t imbangan  hukum  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  te l ah  tepa t  dan  

benar  oleh  karenanya  sudah  se layaknya ,  d ikua tkan  ;  

- - - - - - - - - - -

5 .  Bahwa,  te rhadap ,  memor i  Banding  Tergugat  /  Pemohon 

Banding  sebaga imana  te ru ra i  pada  poin t  Nomor.  2  huru f  a 

dan  b  merupakan  kebera tan  yang  sama seka l i  t i dak  tepa t  

karena  pada  kenya taannya ,  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Bojonego ro  Nomor .  8 tahun  2006  t i d a k  ada  s i n k r o n i s a s i  

dengan  ke t e n t u a n  pasa l  263  aya t  2  KUHP  t e n t a n g  

pemidanaan    seh ingga ,    t i dak    dapat    d i t e rapkan  

te rhadap     Penggugat  /  

Termohon …………..

Termohon  Banding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bahwa,  te rhadap ,  memor i  Banding  Tergugat  /  Pemohon 

Banding  sebaga imana  te ru ra i  pada  po in t  Nomor .  2 hu ru f  C 

ada l ah  sama seka l i  t i d a k   benar  ka rena    be rdasa r k an  

keten tuan   pasa l   56  ayat   1  Pera tu ran  

Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8 tahun  2006  Pengguga t  /  

Termohon  Band ing  t i d a k  dapa t  d ibe rhen t i k a n  o leh  Terguga t  /  
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Pemohon Band ing  karena  da lam ke ten t uan  pasa l  56  Pera tu r an  Daerah  

Kabupa ten  Bo jonego ro  Nomor .8  t ahun  2006  menganu t  ke t en t u an  

pemidanaan  seca ra  min imum sedangkan  keten tuan .  pasa l  263  ayat  2 

KUHP  menganut  keten tuan  pemidanaan  secara  maksimum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 . Bahwa,  te rhadap  memor i  Banding  Tergugat  /  Pemohon Banding  

sebaga imana  te ru ra i  pada  poin t  Nomor.  2  D  ada lah  

merupakan  kebera tan  yang  t i dak  tepa t  karena  norma  yang  

t e r k a ndung  pada  ke t en t u a n  pasa l .  56  aya t  1  dan  2  

Pera t u r a n  Daerah  Kabupa t en  Bojonegoro  yang  menganut  

pemidanaan  yang  bers i f a t  min imum dengan  keten tuan  yang  

te rkandung  pada  keten tuan .  pasa l  263  ayat  2  KUHP yang  

menganut  pada,  keten tuan  pemidanaan  yang  bers i f a t  

maksimum je l as  t i dak  sama,  seh ingga ,  Sura t  Keputusan  yang  

dike lua r kan  o leh  Tergugat  /  Pemohon  Banding  yang  

mendasarkan  pada  keten tuan  pasa l  263  ayat  2  KUHP yang  

te lah  mempunya i  kekuatan  hukum te tap  sebaga i  dasar  untuk  

memberhent i kan  Penggugat  /  Pemohon Banding  se laku  Kepala ,  

Desa  ada lah  je l as  ber t en t angan  dengan  pera t u r an  

perundang - undangan  yang  ber l a ku  dan  ber t en t angan  

dengan  asas- asas  pemer in tahan  yang  baik  dan  kepas t i an .  

Hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 . Bahwa,  te rhadap  memor i  Banding  Tergugat  /  Pemohon Banding  

sebaga imana  te r t uang  pada,  memor i  Bandingnya ,  huru f  D 

angka  1 dan  2 ada lah  sama seka l i  t i dak  bera lasan  ka rena  

berdasa r k an  ke ten t u an  pasa l  56  aya t  1  dan  2 Pera t u r a n  

dae rah  Kabupa ten  Bojonegoro  Nomor.  8  tahun  2006  yang  

menganut  keten tuan  pemidanaan,  min imum  sedangkan  

keten tuan  pasa l  

263 ayat  2 ……………….
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263  ayat  2  KUHP yang  menganut  keten tuan  pemidanaan  

maksimum,  je l as  t i dak  ada,  s ink ron i sas i  dan  pendapat  

Tergugat  /  Pemohon  Banding  yang  menyatakan  dengan  

menggunakan  penafs i r an  gramat i ka l  seper t i  per t imbangan  

putusan    Hakim    Tungga l   Pengad i l an   Tata   Usaha 

Negara ,  

Surabaya  a quo akan  menimbulkan  kesewenang- wenangan da lam 

penerapan  hukum adalah  t i dak  benar  dan  pendapat  te rsebu t  

sudah  se layaknya  dikesampingkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

0 . Bahwa,  memor i  band ing  Terguga t  /  Pemohon  Banding  

sebaga imana  te ru ra i  pada.  memor i  bandingnya  poin t  Nomor.  

2  huru f  a  dan  b  ada lah  sama  seka l i  t i dak  bera lasan  

Pengguga t  /  Termohon  Band ing  yang  t e l a h  t e r b uk t i  

melakukan  t i n d ak  p idana  dan  dihukum  pen ja ra  se lama  5 

( l ima )  bu lan  Terguga t  /  Pemohon  Banding  t i dak  dapat  

memberhent i kan  Penggugat  /  Termohon  Banding  sebaga i  

Kepala .  Desa,  Desa  Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  

Bojonegoro  dengan  berpedoman  keten tuan  pasa l  56  ayat  2 

Pera t u r a n  daerah  Kabupa ten  Bo jonego ro  Nomor .  8  Tahun  

2006  seh i ngga  t i n dakan  Tergugat  /  Pemohon Banding  yang  

te lah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  a  quo  te l ah  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

khususnya  asas  kepast i an  hukum dan  asas  pro fes i ona l i t a s ,  

seh ingga ,  bera lasan  hukum  apab i l a .  Hakim  menyatakan  

t i ndakan .  Terguga t  /  Pemohon  Banding  da lam  menerb i t k an  

Sura t  Keputusan  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ;  - - - - - - - - - - -

1 . Bahwa,  te rhadap  kebera tan  yang  te rmuat  da lam  memor i  

Banding  Tergugat  /  Pemohon  Banding  sebaga imana  te ru ra i  
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pada.  po in t  Nomor.  3  Penggugat  /  Termohon  Banding  t i dak  

sependapat  oleh  karena  per t imbangan  hukum.  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  yang  te rmuat  pada  

putusannya  Nomor.  115  /  G /  2008  /  PTUN.  Sby te l ah  tepa t  

dan  benar  ha l  te rsebu t  menyangkut  t i dak  adanya  

s ink ron i sas i  anta ra  keten tuan  da lam  pasa l  56  ayat  1  dan  2 

Pera tu ran .  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  dengan  keten tuan  

pasa l  ……………..

pasa l .  263  aya t  2  KUHP,  dan  j i k a  Terguga t  /  Pemohon  Band i ng  

kebe ra t a n  a ta s  pu t u san  Pengadi l an  Tata .  Usaha  Negara  Surabaya  

te rhadap ,  putusannya .  Nomor.  115  /  G /  2008  /  PTUN.  Sby  sama seka l i  

t i dak  bera lasan   karena   gugatan   Penggugat  /  Pemohon    Banding  

te rda f t a r   pada  Regeste r  Nomor .  115  /  G /  2008  /  PTUN Sby,  bukan  

Nomor .  1115  /  G /  2008 /  PTUN. Sby sebaga imana  dida l i l k a n  Tergugat  /  

Pemohon  Banding  pada,  memor i  Bandingnya ,  o leh  karenanya  kebera tan  

te rsebu t  sudah  se layaknya .  d ikesampingkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 . Bahwa,  Penggugat  /  Pemohon  Banding  t i dak  sependapat  

dengan  memor i  Banding  Tergugat  /  Pemohon  Banding  yang  

menyatakan  pendapat  Hakim,  Pengad i l an  Tata .  Usaha  Negara  

Surabaya  hanya  mel iha t  te rm ino log i  "  Pemberhent i an  "  

secara  pars i a l  t i dak  menggunakan  pena f s i r a n  seca ra  

s i s t i ma t i s  yakn i  menghubungkan  pasa l  56  dengan  

keten tuan  pasa l .  153  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor.  8  tahun  2006  yang  menyatakan  "  Kepala  

Desa  dan  perangka t  Desa  yang  d ibe rhen t i k an  t i dak  dengan  

horma t  da r i  j aba t a nnya  t i d a k  d ibe r i k a n  pengha rgaan  

dar i  pemer i n t a h  Desa  maupun  pemer in tah  Kabupaten  "  

bahwa.  Tergugat  /  Pemohon  Banding  jus t r u  te lah  member i  

penafs i r an  yang  ke l i r u  te rhadap  keten tuan  pasa l .  56  yang  

dika i t k an  dengan  keten tuan  pasa l .  153  Pera tu ran  Daerah  
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Kabupaten  Bojonegoro  Nomor.  8  tahun  2006  dar i  ke ten tuan  

kedua  pasa l  te r sebu t  je l as  sama  seka l i  t i dak  te r ka i t  

sebab  dar i  keten tuan  pasa l  56  ada lah  memuat  keten tuan  

j i ka .  seorang  Kepala ,  Desa te l ah  melakukan  t i ndak  p idana  

maka  dapat  d ibe rhen t i k an  atau  masalah  pemberhent i an  

sedangkan  keten tuan  pasa l  153  ada l a h  memuat  t en t a n g  

sanks i  j i k a ,  seo r ang  Kepa l a  Desa  a tau .  pe rangka t  

Desa  d ibe r hen t i k a n  t i d a k  dengan  horma t  maka  t i d a k  

mendapa t  pengha rgaan ,  seh i ngga  per t imbangan  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha.  Negara  Surabaya  yang  te rmuat  da lam 

putusannya ,  Nomor, .  115 /  G/  2008 /  PTUN. Sby te lah  tepa t  

dan benar  ;  - - - - - - -  

12.  Bahwa ……………

0. Bahwa,  sama,  seka l i  t i dak lah  adi l  dan  melanggar  kepast i an  

hukum  apabi l a ,  Penggugat  /  Termohon  Banding  dihukum 

dengan  diberhen t i k an  sebaga i  Kepala  Desa  padaha l  secara  

hukum  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  sebaga i  

dasar  untuk  menerb i t kan  obyek  sengketa  seh ingga  jangan  

sampai  te r j ad i  da lam  pemer in tahan  in i  seorang  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara  melakukan  t i ndakan  hukum yang  merug ikan  

hak  dan  harga  di r i  seorang  warga  masyaraka t  yang  lemah  

tanpa  adanya  dasar  hukum  yang  mendasar i  te r hadap ,  

t i ndakan  hukum  te rsebu t ,  begi t u  pu la  sebaga i  ak iba t  

k ine r j a  pemer in tahan  yang  t i dak  pro fess i ona l  da lam 

membuat  pera tu ran  perundang- undangan  yang  membuat  

pera tu ran  te rsebu t  t i dak  efek t i f  untuk  di t e rapkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasa r kan  a lasan - a lasan  te r s ebu t  d ia t a s ,  Pengguga t  /  
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Termohon  Band ing  mohon  Kepada,  Ketua  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara .  Surabaya  atau  Maje l i s  Hakim  yang  

memer i k sa  perka r a ,  i n i  da lam  T ingka t  Band ing  berkenan  

member i  pu tusan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Menyatakan  menolak  atau  menyatakan  t i dak  di te r ima  

permohonan  Banding  dar i  Tergugat  /  Pemohon  Banding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0. Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

dalam perkara  Nomor.  115 /  G /  2008 /  PTUN. Sby,  tangga l .  

19 Desember  2008 ;  - - - -

3.  Menghukum  Tergugat  /  Pemohon  Banding  untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam perkara  in i  da lam t i ngka t  

Banding  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha   Negara  Surabaya  sete lah  memer iksa  dan  mempela ja r i  

secara  seksama  berkas  perkara  yang  te rd i r i  dar i  sura t  

gugatan ,  Sal i nan  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  tangga l  19  Desember  2008  Nomor  

115/G/2008 /PTUN.SBY,  Ber i t a  Acara  Pers idangan  ser ta  

memperhat i kan  atau  menel i t i  a la t  bukt i  berupa  Sura t  -  sura t  

yang  dia j ukan  oleh  kedua  belah  pihak ,  memor i  band ing  

Tergugat /  Pembanding ,  Kont ra  Memor i  band ing  Penggugat  /  

Terband ing  ser ta   sura t  -  sura t  

la i nnya  …………..

la i nnya  yang  berka i t an  dengan  sengketa  in i  berpendapat  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

sengketa  in i  ada lah  Keputusan  Tergugat  /  Pembanding  

te r t anggga l  20  Oktober  2008  Nomor  141/359 /KEP/412 .11 /2008  
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ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  Kepala  Desa 

Kabalan ,  Kecamatan  Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro  atas  nama 

Daer i  /  Penggugat  /  Terband ing  (buk t i  P.1  =  bukt i  

T.13)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  yang  dia jukan  

Penggugat /Te rband ing  te rsebu t  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  te l ah  menja tukan  putusan  yang  pada  pokoknya  

mengabulkan  gugatan  Penggugat /Te rband ing  untuk  sebag ian  

dengan  alasan  bahwa  sebe lum  Terguga t  /  Pembanding  

memberhent i kan  Penggugat /Te rband ing  sebaga i  Kepala  Desa 

Kabalan  te l ah  te rbuk t i  Tergugat  /  Pembanding   t i dak  

melakukan  te r l eb i h  dahu lu  pemberhent i an  sementara  

Penggugat /Te rband ing  sebaga i  Kepala  Desa  Kabalan ,  maka 

secara  Prosedura l  t i ndakan  Tergugat  /  Pembanding  te rsebu t  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  pasa l  56  ayat  (  1 )  dan  ayat  

(  2  )  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  

2006 ten tang  Pemer in tahan  Desa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim Pengadi l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Surabaya  sependapat  dengan  Hakim  Tungga l  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya   untuk  menyatakan  

bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Obyek  sengke ta  sudah  memenuhi  rumusan  keten tuan  pasa l  

1 angka  3 Undang -  undang  Nomor  5 Tahun 1986  jo  Undang  

-  undang  Nomor  9  Tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Penggugat  /  Terband ing  mempunyai  kepent i ngan  untuk  

mengajukan  gugatan  a  quo  sebaga imana  yang  dimaksud  

dalam  pasa l  53  ayat   (  1  )  Undang  -  undang  Nomor  5 

Tahun  1986  jo  Undang  -  undang  Nomor  9  Tahun  2004  ;  

32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Penggugat /Te rband ing  dalam  mengajukan  gugatan  a  quo  

masih  da lam tenggang  waktu  (  90  )  sembi l an  puluh  har i  

sebaga imana dimaksud  dalam 

pasa l  …………….

pasa l  55  Undang  -  undang  Nomor  5 Tahun  1986  jo  Undang  

-  undang  Nomor  9  Tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

4. Tergugat /Pemband ing  mempunya i  kewenangan  untuk  

menerb i t kan  obyek  sengketa  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  mengenai  prosedur  dan  

substans i   Tergugat  /  Pembanding  dalam  menerb i t kan  obyek  

sengketa ,  Maje l i s  Hakim   Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  t i dak  sependapat  dengan  per t imbangan  hukum 

dan  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  dengan  

alasan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa   mengacu  pada  bukt i  T.2  yang  

dika i t k an  dengan  bukt i  T.14  te rnya ta  Penggugat  /  Terband ing  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Bojonegoro  te r t angga l  

15  September  2008  Nomor  267/P id .B /2008 /PN.BJN  yang  te lah  

berkekua tan  te tap  pada  tangga l  20 September  2008  dinya takan  

te lah  te rbuk t i  secara  sah  dan  menyak inkan  bersa lah  

melakukan  t i ndak  pidana  :  “  dengan  senga ja  mengunakan  sura t  
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palsu  atau  yang  di  pa lsu  i t u  seo lah  -  o lah  sura t  i t u  as l i  

dan  t i dak  di  pa lsukan  “  melanggar  pasa l  263  ayat  (2 )  KUHP 

dan  di j a t uh i  p idana  pen ja ra  se lama    5  ( l ima  )  bu lan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa    sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  56 

ayat  (  1  )  dan  ayat  (2  )  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Pemer in tahan  Desa,  

pada  pokoknya  menentukan  bahwa  Kepala  Desa  dibe rhen t i k an  

oleh  Bupat i  tanpa  mela lu i  usu l  BPD  apab i l a  te rbuk t i  

melakukan  t i ndak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  pen ja ra  

pal i ng  s ingka t  5  ( l ima )  tahun  berdasarkan  putusan  

Pengad i l an  yang te lah  mempero leh  kekua tan  hukum  te tap

Menimbang,  bahwa  te rhadap  t i ndak  pidana  melanggar  

pasa l  263 ayat  (2 )  KUHP yang  te l ah  di l akukan  oleh  Penggugat  

/  Terband ing  te rsebu t  d iancam dengan  p idana  penja ra  pal i ng  

lama enam tahun  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha   Negara   Surabaya  

berkes impu lan   bahwa  Tergugat   /   Pembanding  

berwenang  ……………

berwenang  memberhent i kan  Penggugat /Te rband ing  tanpa  mela lu i  

usu lan  BPD ; -

Menimbang,  bahwa  namun  demik ian  t i ndakan  Tergugat  /  

Pembanding  yang  memberhent i kan  t i dak  dengan  hormat  

Penggugat  /  Terband ing  sebaga i  Kepala  Desa   Kabalan  

sebaga imana   yang  te rmuat  da lam obyek  gugatan  (  bukt i  P.1  

=   bukt i  T.13  )  menuru t  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Surabaya   adalah  t i dak  dapat  d ibenarkan  

karena  sesua i  pasa l  56  ayat  (  1 )  dan  ayat  (  2 )  Pera tu ran  
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Daerah  Kabupaten  Bojonegoro   Nomor  8  Tahun  2006  hanya  

menyebutkan  “  Pemberhent i an  “  sa ja  o leh  sebab  i t u  per lu  

untuk  mewaj ibkan  Terguga t  /  Pembanding  untuk  mencabut  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  gugatan  dan  

menerb i t kan  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  baru  ten tang  

Pemberhent i an  Penggugat /Te rband ing  dengan  t i dak  menggunakan  

kata  -  kata  : ”  dengan  t i dak  hormat  “  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  hal  -  ha l  yang  diu ra i kan  

dia tas  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  tangga l  19 Desember  2008  Nomor  115/G/2008 /PTUN.SBY 

pada  t i ngka t  band ing  dan  menyatakan  mengabulkan   gugatan  

Penggugat /Te rband ing  sebag ian  ser ta  mengadi l i  send i r i  

dengan  amar  putusan  sebaga imana  te rsebu t  d ibawah  

in i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  walaupun  putusan  pengad i l an  t i ngka t  

per tama  diba ta l kan  namun Tergugat  /  Pembanding  ada lah  te tap  

pihak  yang  ka lah  maka kepadanya  dibebankan  untuk   membayar  

biaya  perkara  in i  d ikedua  t i ngka t  perad i l an  yang   untuk  

t i ngka t  band ing  besarnya  akan  di te t apkan  pada  amar  putusan  

in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan  sega la  keten tuan  hukum dan  perundang  -  

undangan  yang  berhubungan  dengan  sengketa  in i ,  te ru tama  

Undang  -  undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  

Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
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MENGADILI  ………….

M E N G A D I  L I

• Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Tergugat /Pemband ing  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Surabaya  

tangga l  19  Desember  2008  Nomor  115/G/2008 /PTUN.SBY yang  

dimohonkan  band ing  dan  dengan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI  SENDIRI

• Mengabulkan  gugatan  Penggugat /Te rband ing  sebag ian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Menyatakan  bata l  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t e rb i t k an  Tergugat  /  Pembanding  tangga l  20 Oktober  2008  

Nomor  141/359 /KEP/412 .11 /2008  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  hormat  Kepala  Desa   Kabalan  Kecamatan  Kanor ,  

Kabupaten  Bojonegoro  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Mewaj ibkan  Tergugat /Pemband ing  mencabut  keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  di t e rb i t k an  Tergugat  /  Pembanding  

tangga l  20  Oktober  2008  Nomor  141/359 /KEP/412 .11 /2008  

te rsebu t  dan menerb i t kan  keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  

baru  ten tang  Pemberhent i an  Kepala  Desa Kabalan ,  Kecamatan  

Kanor ,  Kabupaten  Bojonegoro  tanpa  menggunakan  kata  -  kata  

:  “dengan  t i dak  hormat  “  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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• Menghukum Tergugat  /  Pembanding  membayar  biaya  perkara  

in i  d i  kedua  t i ngka t  perad i l an  yang  untuk  t i ngka t  band ing  

sebesar  Rp.  104.500 , -  (  sera tus  empat  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  d ipu tus  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

pada  har i  Kamis  tangga l  14  Mei  2009  o leh  kami  H.R.  

SUHARDOTO,  SH,  Hakim  Tingg i  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  Hj .  ASINONG KANTORO, 

SH,  dan  H.M.  ARIF  NURDU’A ,  SH masing- masing  Hakim  Tingg i  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  sebaga i  Hakim 

Anggota   berdasarkan   Penetapan  

Ketua  …………….

Ketua  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  tangga l  

7  Apr i l  2009  Nomor  44/PEN/2009/PT.TUN.SBY,  putusan  mana 

diucapkan  pada  har i  Selasa  tanggal  19  Mei  2009  da lam 

pers idangan  yang  dinya takan  te rbuka  untuk  umum oleh   H.R.  

SUHARDOTO, SH  sebaga i   Ketua   Maje l i s   dan  d ihad i r i   o leh  

kedua  

Hakim  Anggota  dengan  d iban tu  oleh  Dra.  ENDANG LISTYO 

RDM,MM,  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  tanpa  d ihad i r i  o leh  

kedua  belah  pihak  yang  bersengke ta  ;  - - - -

           Hakim Anggota  

Ketua  Maje l i s

1.  Hj .  ASINONG  KANTORO,  SH 
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H.R.  SUHARDOTO, SH

2.  H.M.  ARIF NURDU’A ,  SH

Pani te ra  Penggant i

  

Dra.  ENDANG LISTYO RDM,MM

Per inc i an  biaya  :

1.  Pember i t ahuan Rp.     13.500 , -

2.  Redaks i Rp.        5.000 , -

3.  Matera i Rp.        6 000, -

4.  Pemberkasan Rp.                   80.000 , -  

            J  u m l  a h Rp. 104.500 , -

(  Sera tus  empat  r i bu  l ima  ra tus  rup iah  )
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